SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dimana perubahan RPJMD
dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai
dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi
yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan terjadi
perubahan yang mendasar.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



Menetapkan
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7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Samarinda Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan
sistematika terdiri atas:

BAB I

BAB 1II
BAB III
BAB IV

BAB V
BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

: PENDAHULUAN;

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DAERAH,;

: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

: KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH; dan

: PENUTUP.
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(2) Uraian sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2021-
2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juli 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daeralh Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembiga Tingkat I/ IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/1/36/2/2023.
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

1. Penjelasan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan
Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu
S (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan
RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang
merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas
pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan
pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan
Daerah dengan prinsip-prinsip meliputi: merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah Daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-maisng, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan Daerah; dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi
yang dimiliki masing- masing Daerah, sesuai dengan dinamika

perkembangan Daerah dan nasional.
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Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dilakukan
disebabkan oleh terbitnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berakibat adanya
perubahan SOTK maka perlu ada penyelesaian kodefikasi unit organisasi,
adanya perubahan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level
pemerintah Kota dan Perangkat Daerah, Melakukan penataan ulang
terhadap OPD penanggung jawab program dan kegiatan dengan terbitnya
Perda Nomor 8 Tahun 2021, untuk memastikan semua program dan
kegiatan yang telah diakomodir dalam dokumen RPJMD 2021-2026 tidak
ada yang direduksi atau dihilangkan oleh OPD penanggung jawab yang baru,
terdapatnya inkonsistensi keeratan hubungan antara sasaran dan arah
kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sasaran dan arah kebijakan
pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dalam
upaya melaksanakan misi dan mewujudkan visinya karena menyesuaikan
RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, peningkatan integrasi 10
Program Unggulan ke dalam program pembangunan daerah secara utuh
mencapai sasaran pembangunan secara efektif, dengan menetapkan

indikator sasaran yang relevan untuk masing-masing program unggulan.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 4
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 19



